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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Nomor : 014-6/2024/133

tentang
PENYEMPURNAAN ATAS PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PADA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk .

Menimbang : - Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan maka seluruh
proses bisnis harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance).

- Bahwa Perusahaan memberi kesempatan kepada segenap Insan ADHI dan
para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat menyampaikan
laporan kepada Perusahaan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan
perundangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan melalui Sistem
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perusahaan dengan bukti-bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System (WBS) yang
ada saat ini perlu disempurnakan.

- Bahwa untuk itu perlu diterbitkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi
Karya (Persero) Tbk.

Mengingat : - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03 tahun 2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara.

Perjanjian Keja Sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan PT Adhi

Karya (Persero) Tbk Nomor 68 tahun 2021 dan Nomor 031-2/2021/012.

- Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan
Akta Notaris Kartini Muljadi, SH., Nomor 1 tanggal 1 Juni 1974 Jo. Akte Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan PT ADHI KARYA (Persero) berdasarkan Akta Notaris
Ashoya Ratam, SH, Mkn. No. 24 tanggal 28 Mei 2022 beserta perubahannya.

- Akta Nomor 8 Tanggal 3 April 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT ADHI KARYA (Persero) Tbk (perubahan pengurus),
yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn.

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Adhi Karya
(Persero) Tbk. Nomor 014-6/2020/377 tentang Penyempurnaan Pedoman Good
Corporate Governance (GCG) PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

- Pedoman Standar Perilaku (Code of Conduct) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor
014-6/2020/378 tentang Penyempurnaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT
Adhi Karya (Persero) Tbk.

- Surat Keputusan Direksi Nomor 014-6/2023/286 tanggal 23 Agustus 2023 tentang
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System (WBS) PT
Adhi Karya (Persero) Tbk.

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. Head Office JI. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia. P. 62-21 7975312 F. 62-21 7975311 E.adhi@adhi.co.id
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MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :  MEMBERLAKUKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. TENTANG
PENYEMPURNAAN ATAS PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PADA
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

KEDUA : Surat Keputusan Direksi Nomor 014-6/2023/286 tanggal 23 Agustus 2023
tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System
(WBS) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :  Memberlakukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) pada PT
Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan Direksi ini;

KEEMPAT :  Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh
seluruh Insan ADHI;

KELIMA : Direksi bertanggung jawab memastikan Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini
berjalan dengan baik di Perusahaan.

KEENAM :  Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH :  Bilamana dikemudian hari dalam Surat Keputusan Direksi ini ternyata terdapat

kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal : 06 Juni 2024

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Direksi, =

2 Entus Asnawi Mikh on _F ({Z/
# Direktur Utama . b M’l

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kepala SPI;

Corporate Secretary;

Seluruh General Manager;

Direksi Anak Perusahaan.

hwnpe

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. Head Office JI. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia. P. 62-21 7975312 F. 62-21 7975311 E.adhi@adhi.co.id



beyond construction

PENGESAHAN PENYEMPURNAAN ATAS PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PADA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Jakarta, 06 Juni 2024
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris,

Komisaris Utama

(M—— :
Bob Arthur Lombogia R. Erwin Moeslimin Singajuru RMK Hir

onli Efan Suherlan
Komisaris Komisaris Komisaris Ko Komisaris
Independen Independen Independen Independen

Direksi,

Entus Asnawi Mukhs
Direktur Utama

==

Ki Syahgolang Permata nilgbal  A.Suko WYdigdo Harimawan  VeraKirana
Direktur HC dan Legal ~ Direktur Direktur Direktur Direktur
Keuangan Operasi | Operasill Operasi lll MR & Kesisteman
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PENYEMPURNAAN ATAS PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PADA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.

. LATAR BELAKANG
Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) merupakan Sistem Pelaporan yang
memungkinkan Insan ADHI dan stakeholder atau masyarakat umum untuk melaporkan adanya
dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan ADHI. Sistem ini diterapkan untuk memitigasi
potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola perusahaan. Perusahaan
menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Il. PENGERTIAN
1. “Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) ADHI” adalah Sistem yang digunakan
untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang
disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan ADHI.

2. “Pelanggaran” adalah segala tindakan dalam penyelenggaran kegiatan perusahaan yang
bertentangan dengan peraturan perundangan, aturan internal perusahaan, pedoman perilaku
perusahaan serta etika bisnis yang sehat.

3. “Insan ADHI” adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh
Pegawai ADHI termasuk pegawai ADHI yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan Perusahaan
Afiliasi.

4. “Pelapor” adalah Insan ADHI dan stakeholder atau masyarakat umum yang menyampaikan informasi
mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh
perusahaan.

5. “Terlapor” adalah Insan ADHI yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan kesaksian atau bukti-
bukti yang dimiliki oleh Pelapor.

6. “Indikasi awal” adalah informasi yang ada di dalam pelaporan/pengaduan yang memuat
permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat,
bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. “Tindak lanjut penerimaan Pelaporan” adalah kegiatan klarifikasi, verifikasi dan penelaahan atas
laporan serta investigasi apabila diperlukan. Kegiatan investigasi dilakukan untuk menemukan
bukti- bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah ditaporkan melalui
sarana yang disediakan oleh perusahaan.

8. “Komite Etik” adalah Komite yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan WBS dalam rangka
menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran, profesionalitas atas setiap pelaporan
pengaduan pelanggaran.

9. “Tim Investigator” adalah Tim dibawah Komite Etik yang dalam pengelolaan WBS dibentuk untuk
melakukan investigasi yang memiliki kompetensi dalam melakukan investigasi.

10.“Direksi/ Board Of Directors (BOD)” adalah adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11.“Dewan Komisaris/ Board Of Committe (BOC)” adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada direksi.



12."Stakeholder” adalah pemegang saham, subkontraktor, supplier, rekanan, masyarakat, dan pihak
ketiga lainnya yang mempunyai kepentingan.

13.“Laporan” adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal.

14."Perlindungan” adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada pelapor/insan ADHI.

15.“Penanggung Jawab WBS” adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan \WBS
dilingkungan perseroan.

16.“Pengelola WBS” adalah Komite Etik dan Tim Investigator yang bertugas membantu Penanggung
Jawab WBS di dalam penyelenggaraan WBS.

17.“Perbuatan Curang” adalah tindakan melanggar hukum (illegal) yang dilakukan satu orang atau
sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok atau
Korporasi mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain atau Korporasi.

18.“Suap” adalah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud agar penerima tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuai jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

19.“Tindak Pidana Korupsi” adalah setiap tindakan yang dilakukan secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.

20.“Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)” adalah situasi atau kondisi dimana Insan ADHI yang
mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan
pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

21."Gratifikasi” adalah pemberian hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang
melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada
jabatan atau kedudukan tersebut.

22."Penggelapan” adalah Mengalihkan harta perusahaan yang dilakukan oleh orang yang berwenang
dengan melanggar hukum.

23.“Penyalahgunaan Wewenang” adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang
melekat padanya karena jabatan atau kedudukannyayang dapat merugikan negara atau
perekonomian negara.

24.“Pemerasan” adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang
lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

25.“Perbuatan Curang” adalah Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

26.”Tindak Asusila” adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah
kesopanan.

27.”Bullying” adalah suatu aksi atau serangkaian aksi negatif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau
lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu,
bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan.

28."Investigasi” adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam fakta atau melakukan peninjauan,
percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan.



29."Menyaring Laporan” adalah proses pemisahan laporan untuk memisahkan antara laporan yang
memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat.

30.“Verifikasi Laporan” adalah proses pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan

31.”Penipuan” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan
keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak

32.”Penggelapan” adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain
oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik
(pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

33.”Pembocoran informasi” adalah Mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia atau data
sensitif perusahaan untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan perusahaan.

34.”Penyalahgunaan Narkoba” adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk
dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

SASARAN, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, SERTA MANFAAT

1. Sasaran
Menyediakan panduan bagi internal perusahaan dalam mengelola laporan pengaduan/
penyingkapan pelanggaran di lingkungan perusahaan berdasarkan informasi serta bukti-bukti
tentang indikasi perbuatan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab.

2. Maksud dan Tujuan:

a. Terciptanya budaya kerja organisasi yang dapat mengidentifikasi, mencegah dan menangani
dugaan pelanggaran di lingkungan PT Adhi Karya {Persero) Tbk. Sehingga menciptakan insan
vang unggul, profesional dan amanah.

b. Mencegah dan mendeteksi lebih awal terjadinya fraud serta meminimalir terjadinya pelanggaran
Code of Conduct oleh insan ADHI dan Anak Perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian
perusahaan baik finansial maupun non finansial.

. Meningkatkan kesadaran Insan ADHI dan Anak Perusahaan untuk menjaga nama baik Perusahaan
dan mentaati semua aturan yang berlaku di Lingkungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sehingga
tercipta organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik.

d. Tersedianya kesempatan kepada insan ADHI, Anak Perusahaan dan Stakeholders lainnya untuk
menyampaikan laporan dugaan pelanggaran atau informasi penting di Lingkungan PT Adhi Karya
(Persero) Tbk. sehingga tercipta sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas,
keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.

e. Meningkatkan citra Perusahaan yang bersih, transparan, akuntable, fairness dan berwibawa.

Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran.
g. Terintegrasinya Whistleblowing System PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung sistem pengendalian internal perusahaan dan

manajemen risiko.

sl

3. WBS ADHI menganut prinsip-prinsip sbb:

a. Cepat dan Tepat, adalah penanganan terhadap adanya laporan pelanggaran, harus ditangani
dengan cepat dan tepat.

b. Komunikatif, adalah komunikasi antara Penerima Laporan dengan Pelapor dapat berlangsung
dengan baik.

c. Rahasia, adalah semua laporan yang masuk ke dalam sistem adalah bersifat rahasia dan harus
terjaga kerahasiaannya.

d. Akurat, adalah penanganan yang dilakukan atas adanya laporan dilakukan berdasarkan akurasi data
dan bukan berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa data pendukung.



Itikad baik, adalah Pelapor harus memiliki itikad baik dan bukan didasarkan atas dendam pribadi atau
orientasi tertentu dari Pelapor.

Proteksi, artinya semua Pihak yang bertindak sebagai Pelapor akan dilindungi oleh ADHI.

Tidak ada diskriminasi, artinya semua Insan ADHI dan stakeholder dapat melaporkan dan tidak ada
diskriminasi dalam penanganan terhadap laporannya.

4. Manfaat dari penyelenggara WBS adalah :

d.

Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang
harus segera menanganinya secara aman.

Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah
akibat suatu pelanggaran.

Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu,
sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

Timbulnya kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran.

Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholder).

IV.  STRUKTUR ORGANISASI DALAM WBS
Struktur Organisasi/pembagian tugas dalam WBS terdiri dari:
1. PenanggungJawab WBS

Penanggung Jawab dalam pengelolaan WBS adalah Direktur Utama.

Tugas dan kewenangan Penanggung Jawab WBS:

a.
b.

Melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap penyelenggaraan WBS;

Menerima laporan dari Komite Etik jika pihak terlapornya merupakan BOD dan/atau BOC ADHI
maupun Anak Perusahaan dan selanjutnya meminta kepada Komite Etik berdasarkan
perintah/arahan secara tertulis untuk meneruskan laporan tersebut kepada pengelola WBS
Kementerian BUMN.

Menetapkan sanksi bagi terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menetapkan reward dan perlindungan bagi pelapor yang melapor dengan idtikad baik dan
berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

. Menerima laporan kinerja penerapan sistem WBS dari FKAP meliputi:

1) Penerimaan laporan pelanggaran

2) Hasil verifikasi laporan pelanggaran

3) Tindak lanjut laporan pelanggaran
Direktur Utama sebagai penanggung jawab WBS melakukan review terhadap laporan FKAP
terkait l[aporan kinerja penerapan sistem WBS.
Direktur Utama membuat laporan kinerja sistem WBS perusahaan dan menyampaikan laporan
kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di
Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah
periodik tersebut berakhir.

2. Pengelola WBS

a.

Komite Etik
Komite Etik merupakan Komite yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan WBS dalam
rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran, profesionalitas atas setiap
pelaporan pengaduan pelanggaran. Komite Etik bersifat tetap, adapun susunan Komite Etik
terdiri dari:
Ketua :  General Manager Departemen Legal
Anggota : 1) General Manager Departemen HC
2) General Manager Departemen Kesisteman Korporasi & IT
3) Corporate Secretary



Tugas dan Kewenangan Komite Etik:

1) Menerima dan menyaring laporan yang masuk ke dalam sistem WBS;

2} Memutuskan penghentian proses pelaporan atas setiap laporan bila tidak terdapat indikasi
pelanggaran dan kecukupan bukti;

3} Meneruskan laporan kepada Pengelola WBS Kementerian untuk ditindaklanjuti apabila pihak
terlapornya merupakan BOD dan/atau BOC ADHI maupun Anak Perusahaan setelah
mendapatkan perintah/arahan tertulis dari Penanggung Jawab WBS;

4) Menggantikan tugas dan fungsi Tim Investigator apabila pihak terlapornya merupakan BOD
minus 1 (BOD-1);

5) Melimpahkan laporan kepada Tim Investigator apabila pihak terlapornya selain BOD -1, BOD
dan/atau BOC ADHI maupun Anak Perusahaan;

6) Memeriksa draft kajian dan rekomendasi yang dibuat oleh Tim Investigator dan jika tidak ada
koreksi dan dianggap cukup selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab WBS.

b. Tim Investigator
Tim Investigator merupakan Tim yang anggotanya terdiri dari BOD minus 2 (BOD -2} yang memiliki
kompetensi dalam melakukan investigasi, diambil dari pegawai yang bertugas di SPI, Departemen
Legal, Departemen HC, dan Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi.

Tugas dan kewenangan Tim Investigator:

1) Menerima laporan yang sudah disaring oleh Komite Etik.

2) Melakukan telaah atas laporan dan membuat usulan rekomendasi.

3) Melakukan investigasi terhadap terlapor atas adanya laporan dugaan pelanggaran.
4) Membuat kajian dan rekomendasi kepada Komite Etik

V. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran dapat menggunakan sistem pelaporan Whistleblowing
System (WBS) ADHI pada aplikasi Sistem Informasi Terpadu Adhi (SINTA) atau system lainnya, yang
merupakan Sistem Pelaporan yang memungkinkan Insan ADHI dan stakeholder melaporkan adanya
dugaan tindakan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Insan ADHI, anggota Direksi dan/atau Dewan
komisaris ADHI maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan ADHI.

Sistem ini diterapkan untuk memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang
bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam
menjalankan/mengelola perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan
perlindungan kepada Pelapor.

2. Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Whistleblowing System adalah:

a. Fraud, yang terdiri dari:
1) Penipuan;
2) Penggelapan;
3} Pembocoran informasi;
4) Tindak Pidana Korupsi (TPK);
5) Penyalahgunaan dan pemalsuan data, dokumen dan/atau pembayaran claim; dan
6) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Non Fraud, termasuk pelanggaran norma dan etika (code of conduct), dengan contoh antara lain:
1) Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan;
2) Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Perusahaan;
3) Perbuatan asusila di dalam dan di luar Perusahaan;



4) Pelecehan;

5) Penyalahgunaan narkoba;

6) Bulliying;

7) Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

3. Media / Saluran Pelaporan Pelanggaran
Pelapor dapat menyampaikan pengaduan/laporan pelanggaran melalui media:

a.
b.

Email : wbs@adhi.co.id
Website : https://sinta.adhi.co.id atau www.adhi.co.id

4, Pelaporan Oleh Pelapor

a.

b.

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari pelapor maka Pelapor dalam melaporkan dugaan

pelanggaran dapat menggunakan Anonim atau menggunakan nama samaran;

Pelapor yang ditindaklanjuti laporannya apabila memenuhi unsur SW + 1H (Apa, Siapa, Kapan,

Mengapa, Di Mana dan Bagaimana) dengan disertai dokumen pendukung yang lengkap atau

memenuhi syarat dan itikad yang baik.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut laporan, maka Pelapor dianjurkan

untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat nomor

handphone, email yang dapat dihubungi.

Laporan yang dapat diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam

kurun waktu sbb:

1) 6(enam)tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan apabila peristiwa tersebut merupakan
jenis pelanggaran etik/non fraud;

2) 18 (delapan belas) tahun sebelum laporan pengaduaan disampaikan apabila peristiwa/kejadian
tersebut merupakan jenis tindak pidana korupsi/fraud.

5. Proses Penanganan atas Pelaporan Pelanggaran

a.

Penanggung Jawab WBS

Penanggung Jawab WBS, memiliki tugas:

1) Menerima hasil pemeriksaan kajian dan rekomendasi dari Komite Etik.

2) Meminta/mengarahkan Komite Etik untuk Meneruskan pengaduan kepada pengelola WBS
Kementerian BUMN jika dari bukti-bukti yang ada dan hasil kajian dan rekomendasi, terbukti
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh BOD dan/atau BOC.

3) PenanggungJawab WBS memberikan keputusan dan sanksi bagi terlapor yang terbukti bersalah
sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

4) Memberikan perlindungan bagi pelapor yang melapor dengan idtikat baik dan terdapat bukti
yang cukup

Komite Etik

Komite Etik, memiliki tugas:

1) Menerima laporan dugaan Pelanggaran baik dari Internal maupun dari eksternal

2) menyaring laporan dugaan Pelanggaran untuk melihat indikasi pelanggaran dan kecukupan
bukti, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan ADHI dengan melihat unsur 5W+1H
(Apa, Siapa, Kapan, Mengapa, Di Mana dan Bagaimana) yang disertai dengan dokumen
pendukung yang lengkap atau memenuhi syarat.

3) Mempelajari dan memverifikasi kecukupan bukti.
o Apabila cukup bukti maka dilimpahkan kepada Tim Investigator untuk dilakukan validasi atas

bukti-bukti dan proses investigasi lebih lanjut;

¢ Apabila tidak cukup bukti maka laporan dihentikan berdasarkan keputusan dari komite etik.



4) Apabila pihak terlapornya merupakan BOD minus 1 (BOD-1) maka Komite Etik akan
menggantikan tugas dan fungsi Tim Investigator dalam hal penelaahan, investigasi, kajian dan
rekomendasi kepada Penanggug Jawab WBS;

5) Apabila pihak terlapor merupakan BOD dan/atau BOC ADHI maupun Anak Perusahaan maka
Komite Etik akan melaporkan kepada penanggung jawab WBS dan meneruskan Laporan
tersebut kepada pengelola WBS Kementerian berdasarkan perintah/arahan tertulis dari
Penanggung Jawab WBS.

6) Menerima dan melakukan pemeriksaan akhir atas draft BAP, Kajian dan rekomendasi yang
dibuat oleh Tim Investigator.

7) Menandatangani kajian dan rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung
Jawab WBS untuk pengambilan keputusan.

Tim Investigator

Tim Investigator memiliki tugas:

1) Menerima laporan dugaan Pelanggaran (selain BOD dan/atau BOC) dan BOD-2 yang sudah
disaring oleh Komite Etik.

2) Melakukan validasi bukti-bukti, penelaahan dan investigasi terkait dugaan pelanggaran yang
dilakukan terlapor serta meminta keterangan kepada Pelapor dan Terlapor yang dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan.

3) Membuat kajian dan usulan rekomendasi, dengan mempertimbangkan :

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku {mungkin perlu nasehat hukum).

b. Keamanan personel (Tim Investigator).

c. Risiko pencemaran nama baik saat membuat pernyataan.

d. Perlindungan bagi personel yang menulis laporan dan personel lain yang terlibat atau yang
disebutkan dalam laporan.

e. Potensial kriminal, pertanggungjawaban masyarakat dan administratif, kerugian keuangan dan
kerusakan reputasi bagi organisasi dan individu (terdapat delik pidana) untuk melaporkan
kepada pihak yang berwenang.

f. Menjaga isu dan kerahasiaan investigasi sampai fakta ditetapkan; mensyaratkan investigasi
dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.

g. Status/jabatan Terlapor.

Setiap hasil proses Investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigator wajib dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Hasil Investigasi sebagaimana tertuang dalam Form. BAP.01/2024 dan
BAP.02/2024 (contoh form terlampir).

. Jaminan Perlindungan keselamatan bagi Pelapor dan Lainnya

d.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjamin kerahasiaan Identitas Pelapor dan subtansi laporan pengaduan
yang disampaikan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjamin perlindungan terhadap Pelapor, para saksi yang dimintai
kesaksiannya dari segala bentuk ancaman,intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan yang
meliputi: Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi juga termasuk perlindungan
dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga
tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota
keluarga pelapor selama Pelapor menjaga kerahasiaan atas apa yang telah disampaikan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk memberikan jaminan perlindungan kepada tim pengelola WBS dan para
pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan
Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Insan ADHI yang dengan sengaja membocorkan prinsip
kerahasiaan atau informasi pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



V.

VIL.

e. Perusahaan memberikan jaminan keselamatan kepada Pelapor dari segala bentuk
ancaman,intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun apabila hasil dari
penelusuran lebih dalam dan proses investigasi menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan
pelanggaran.

PENGHARGAAN BAGI PELAPOR DAN SANKSI

1.

Perusahaan dapat memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pelapor yang telah melaporkan
pelanggaran dan berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan terjadinya fraud dan pelanggaran
sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang signifikan baik secara materi maupun non materi.
Penghargaan dapat berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
Perusahaan tidak akan menjatuhkan hukuman apabila laporan yang disampaikan sesuai fakta dan sesuai
dengan ketentuan kecuali laporan bersifat fitnah atau laporan palsu dan pelapor terlibat langsung dan aktif
dalam pelanggaran maka akan ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan internal
perusahaan.

Bagi pegawai yang mengetahui adanya indikasi atau informasi terkait suatu pelanggaran dan atau
penyalahgunaan kewenangan dan tidak melaporkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku di Perusahaan.

PENUTUP

Sistem Pelaporan pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu merubah budaya diam (tutup
mulut) menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia di PT Adhi Karya
(Persero)Tbk. sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja
perusahaan.



1. Alur Proses Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System:

PELAPOR PENGELOLA WBS DIREKTUR UTAMA PENGELOLA WBS
SEBAGAI PENANGGUNG KEMENTERIAN
TIM INVESTIGATOR KOMITE ETIK JAWAB WBS BUMN
- Nama
Lengkap/sam
aran/An onim S Menerima Laporan
- Alarnat email
dan/atau
Telepon
- Bukti
Pendukung
Menyaring
t Laporan serta
melihat Indikasi
Pelanggaran dai
ik Kecurlﬁiar:luktr}
¢ Ya
Menerima

Jika Terlapor
BOD
dan/atau
BOC

Penelaahan

A

v

Investigasi

v

BAP, Draf Kajian dan
Rekomendasi

Menerima BAP, draft
b Kajian dan Rekomendasi
dari Tim Investigator

v

Memeriksa BAP dan
memfinalkan Hasil Kajian
dan Rekomendasi dari
Tim Investigator

v

Indikasi
Kuat/
Pengakuan

( Proses dihentikan )

—»| Rekomendasi dari

Menerima  hasil
pemeriksaan
Kajian dan

Komite Etik

l

( Pemberian Sanksi )

Penerusan Laporan
dari Pengelola WBS
apabila pihak
terlapornya
Merupakan BOD dan
/atau BOC




Form. BAP.01/2024

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELAPOR

NOMOK: ..o
Pada hariini......cccvuevnes tanggal.......c.c...... bulan....tahun.............. yang bertandatangan dibawah
ini:
Nama
Alamat
Jabatan

Selanjutnya disebut “Tim Investigator”

Nama
Alamat
Jabatan

Selanjutnya disebut ”Pelapor”
Pelapor dimintai keterangannya selaku saksi pelapor atas dugaan pelanggaran.........

Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menerangkan secara tanya jawab sebagai berikut
dibawah ini:

No Pertanyaan Jawaban

1 Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan
menerankan dengan peryataan sebenar-benarnya?

2 Apakah saudara mengerti mengapa saudara
dimintakan keterangannya oleh tim Investigator?

3 Apakah saudara mengenal terlapor?

4 Apakah saudara memiliki hubungan dengan
terlapor?

5 Apakah saudara melihat secara langsung?

6 Siapa yang melakukan dugaan pelanggaran

tersebut?
7 Kapan dugaan pelanggaran itu terjadi?
8 Dimana dugaan pelanggaran itu terjadi?
7 Dst.........

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PEMERIKSA YANG DIPERIKSA MENGETAHUI
TIM INVESTIGATOR Komite Etik
ttd ttd ttd
Nama Nama Nama
Tembusan:
i



Form. BAP.02/2024

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERLAPOR

NOMOF: e
Pada hariini.....cccccceeeene. tanggal................. bulan ....tahun .........
ini:
Nama
Alamat
Jabatan

Selanjutnya disebut “Tim Investigator”

Nama
Alamat
Jabatan

Selanjutnya disebut "Terlapor”

Terlapor dimintai keterangannya selaku terlapor atas dugaan pelanggaran......

yang bertandatangan dibawah

Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menerangkan secara tanya jawab sebagai berikut

dibawabh ini:

No Pertanyaan

Jawaban

1 Apakah saudara dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani serta bersedia untuk
diperiksa dan akan menerankan dengan
peryataan sebenar-benarnya?

2 Apakah saudara mengerti mengapa
saudara dimintakan keterangannya oleh
tim Investigator?

3 Apakah benar pada hari.... tanggal....
tahun... anda berada di.... ?

4 Dst.........

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PEMERIKSA YANG DIPERIKSA

TIM INVESTIGATOR

ttd ttd

Nama Nama

Tembusan:

sebenar-benarnya

dan

MENGETAHUI

Komite Etik

ttd

Nama

dapat




